
LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AKT'ITTAI|SI PruTA"TTG

PEIYDAIIT'LUA]Y

TuJuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan

keuangan.

2. Perlakuan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan piutang.

Ruarg Lingkup

3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh

piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini berlaku

untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, vang memperoleh

anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFIIYISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi dengan pengertian :

Anqqaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu meliputi rencana pendapatan. belanja. transfer. dart

pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
klasifrkasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Ansearan Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.
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Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu tedadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

merupakal selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu.

Entitas Akuntansi adatah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan men5rusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara kedua belah Fihak atau lebih yang

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan

bersama dengan menggunakan aset dan atau usaha yang dimiliki.

Pembiavaan (Financrnq) setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutama dimaksudkan

untuk menutup defrsit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Piutans transfer adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk

menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan

perundang-undangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank

yang ditetapkan

KLASIFIKASI PIUTANG

5. Piutang addah uang yang wajib dibayar kepada Pemerint al't

Kabupaten Tanah Bumbu dan/ atau hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
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yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

6. Piutang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diklasifikasikan

menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang.

Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang

jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

7. Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jalgka waktu 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkart

pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam

jangka waktu lebih dai 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

8. Berdasarkan peristiwa yang mendasari, piutang jangka pendek

dibedakan menjadi:

(a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(b) Piutang berdasarkan perikatan pe{anjian;

(c) Piutang berdasarkan transfer pemerintahan;

(d) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi; dan

(e) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

9. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan

undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah,

piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda

retribusi daerah.

10. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya

pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain,
pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar

dimuka.

11. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi
piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian dan

Dana Transfer lainnya.

12. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas

kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).
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13. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang

disebabkan karena terjadinya peristiwa selain pada paragraf 8 huruf a,b,c, dan

d.

14. Piutang jangka panjang dapat berupa:

(a) Piutalg yang te{adi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya

melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(b) Piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut

terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya.

PEI|GAIIUA.IT

15. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah

terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di

rekening kas umum daerah.

16. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa yang

mendasarinya

17. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus

didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya

piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak

daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului

dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui

sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:

(a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
(b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

18. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila

memenuhi kriteria :

(a) Harus didukung dengan naskah pe{anjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas;

(b) Jumlah piutang dapat diukur;
(c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

(d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;
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19. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi

kriteria apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan

sampai dengan akhir tahun anggErran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai

piutang Transfer oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

20. Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat

terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk
pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

21. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui apabila telah

memenuhi kriteria: :

(a) Telah ditandatanganinya Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTJM); atau

(b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan canti
Kerugian Daerah.

22. Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan

per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya

sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan penting.

PEITGUKI'RAIT

23. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang

belum dilunasi

24. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-

undangan, dicatat sebagai berikut:

(a). Untuk metode official assessment piutang dicatat sebesar nilai yang belum

dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan,

surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan

kembali, surat penetapan dan/ atau 5s1sf fagrhan, dan hak negara untuk
melakukan tindakan penagihan.
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(b). Untuk metode self assesment piutangdicatat sebesar pendapatan yang

a-kan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur
secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya

penundaan atau pembayaran berkala.

25. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perikatan

perjanjian adalah sebagai berikut :

(a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari

kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan

nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.Apabila

dalam naskah pe{anjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga,

denda, commitment fee danlatau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka

pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,

commitment fee danlatau biaya lainnya pada periode berjalan yang

terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan

pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
(c) Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Piutang dari pemberian fasilitas/iasa dicatat berdasarkan fasilitas atau
jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan,

dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
26. Piutang yang timbul karena adanya putusan t embaga peradilan

dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.

27. Pengukuran piutang tralsfer antar pemerintahan adalah sebagai

berikut:

(a) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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(b) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam

hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

(c) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan

disetujui oleh Pemerintah Pusat;

(d) Dana Penyesuaian dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal

terdapat kekurangan transfer Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

(e) Dana Penyesuaian dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal

terdapat kekurangan transfer Dana Transfer l,ainnya dari Pemerintah

Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

2A. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai

nominal.

PEITYA"TIAN

29. Piutang disajikan pada neraca.

30. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan

merupakan tagihan yang harrs dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib

retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang

jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari

peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

31. Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat

dibedakan bagian lancar piutang jangka panjang dan piutang jangka panjang.

Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca dikelompokkan pada Aset l,ancar lainnya.

32. Untuk piutang yang tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada

Aset Lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut

diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya.
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33. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti

penghapusan piutang, penanaman modal negara, debt suap dicatat pada Aset

lain-1ain.

34. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan

reklasihkasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh

tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca.

35. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam

mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam

mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs

tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyisihaa Piutang

36. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama

dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable ualuel. Agar nllai

piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka

piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih

perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

37. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable

ualue) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan

sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.

38. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban

pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak

tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

39. Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih

terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur

piutang (aging sclrcdzle) sebagai dasar perhitungan. Besamya penyisihan

piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

(a) Diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 207o

(b) Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 407o

(c) Diatas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 6O7o

(d) Diatas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 8O7o
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(e) Diatas 5 tahun disisihkan sebesar 1O0% dan dikeluarkan dari

pembukuan tetapi masih tetap tercatat secara extra comptable.

Penghapusan Piutang

40. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat

dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian yalg dimaksud. Secara umum

penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan)

atau penghapusan piutang yang dimaksud.

41. Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dapat

dihapuskan. Penghapusan Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah

kadaluwarsa didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

42. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan

secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan

penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

tanpa menghapuskan hak tagih daerah (write dotun).Penghapusan secara

mutlak merupakan penghapusal hak tagih daerah (urite offl.

43. Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada

paragraf 41, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.

44. Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi

didasarkan peraturan perundang-undangan.

45. Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan,

dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersagkutan dengan lawan

perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan / l,ain-lain PAD yang Sah atau mela]ui akun

penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

PEITGI'ITGI(TPAJT

46. Hal-ha1 yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang,

antara lain:

(") Kebijakan akuntansi yang digunakan da-lam penilaian, pengakuan dan

pengukuran piutang;
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(b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;

(c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;

(d) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

BUPATI TAITAH BT'MBU,
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LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AKUNTA,ITSI PEITDAPATA,IT - LRA

PEI{DAIIULUI"!5

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk

mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi'

pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian laporan Realisasi

Anggaran 5rang disusun dan disajikan dengan menggunakan an&garan

berbasis kas.

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan,

yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

daerah.

Manliaat Informasi Akuotaaei Peadapataa

5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan dari suatu entitas akuntansi/ pelaporan. Informasi tersebut

berguna bagt para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi

keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan

ketaatan entitas pelaporan dengan :

(a) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;

(b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu dalam hat efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan'
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6. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai

kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam periode berkenaan.

Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna

laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:

(a) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan

(b) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DET'II{ISI

7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

dengan pengerlian:

Ans.q.aran Pendapatan dan Belania Daerah (ABPDI adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan RakYat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsipyang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit

organisasiatautidakmemperkenankanpencatatanpengeluaransetelah
dilakukan kompensasi antara penerimaan

dal pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwan lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

EntitasakuntansiadalahSKPDdanBUDdanolehkarenanyawajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada enlitas pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggung jawaban berupa laporan keuangan'

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar

seluruh Pengeluaran daerah.
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Kebiiakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu'

Pembiavaan lFinancbwladalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun Ernggaran berikutnya, yang da-lam

penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutama di maksudkan

untuk menutup deifisit atau memanfaatkan surplus anggaran'

perusahaan Daerah adala badan usaha yang seluruh atau sebagian madalnya

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu'

Rekenins Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank

yang ditetaPkan.

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain'

misalnyapenerimaandanaperimbangandaripemerintahpusatdandanabagr

hasil dari pemerintah Provinsi.

XLASIHI(ASI PEITI'APATAX

8. Pendapatan-LRA diklasifrkasikan menurut jenis pendapatan'

g. Pendapatan daerah diklasifrkasikan menurut :

(a) urusan Pemerintah daerah;

(b) organisasi; dan

(c) kelompok.

10. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

(a) jenis;

(b) obyek; dan
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(c) rincian obyek pendapatan.

11. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan

yang terdiri dari :

(a) Pendapatan Asli Daerah,

(b) Dana Perimbangan, dan

(c) Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah.

12. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan

yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah'

13. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek

pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi

daerah.

14. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci

menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan

modal pada perusahaan milik daerah/BuMD' bagian laba atas penyertaan

modalpadaperusahaanmilikNegara/BUMN,danbagianlabaataspenyertaan

modal pada pemsahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat'

15. Jenis lainlain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut

obyek pendapatan yang antara lain yang mencakup hasil penjualan kekayaan

daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga' penerimaan atas

tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi' potongan ataupun

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang

dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaal keuntungan dari selisih nilai tukar

rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak' pendapatan denda retribusi'

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan' pendapatan dari pengembalian'

fasilitas sosial dan fasilitas umum' pendapatan dari penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan' dan

lainlain PendaPatan.

16. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan

lain, misalnya penerimaan dan perimbangan dari pemerintah pusat dan dana

bagi hasil dari pemerintah provinsi'
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17. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :

(a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan;

(b) Transfer Pemerintah Pusat lainnya; dan

(c) Transfer Pemerintah Pusat Provinsi.

18. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari jenis

pendapatan:

(a) Dana bagi ;

(b) Dana alokasi umum; dan

(c) Dana alokasi khusus.

19. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang

mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.

2O. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana

alokasi umum.

21. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan

menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

22. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari atas obyek

pendapatan dana penyusunan dan dana otonomi khusus.

23. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil

pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.

24. Kelompok Lain-lain Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang Sah

dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

(a) Hibah;

(b) Dana Darurat;

(c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan

25. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah pusat,

pemerintah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri,

kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak

mengikat.

26. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka

penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana alam.

27. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan

dari provinsi atau pemerintah lainnya.
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PEI|GAI(UAI{

28. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum

Daerah.

29. Dafam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan

Layanan Umum.

30. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat

fungsional yang melaksanakal tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan angg€rr€rn SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

31. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan

ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat

ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan

mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar

kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan

dalam menghadapi ketidalpastian lingkungan operasional Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan

yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar

bukti yang dapat diperoleh pada saat pen5rusunan laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

32. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai

pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

33. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang

(reanringl atas penerimaan pendapatan - LRA pada periode penerimaan

dibukukan sebagai pengurang pendapatan - LRA'

34. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulan g lnon-

reatrringl atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada

periode yang sama.

35. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulan g (non'

reatrringl atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya
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dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

36. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan

pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, baik

yang dicatat di SKPD maupun BUD.

Transaksi Pendapataa Bertentuk Baraag Dan Jasa

37. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang yang diterima oleh

PPKD dan SKPD dilaporkan dalam LRA dan LO sebagai pendapatan hibah,

serta dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh

transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang

rampasan.

38. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa tidak dilaporkan dalam

LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

39. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang

menghasilkan aset tetap dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang

diperoleh.

Transaksi Pendapatan Berbentuk Kas yang langsung diterima SKPD

4O. Transaksi pendapatan dalam bentuk kas yang diterima oleh SKPD

dilaporkan dalam LRA dan LO sebagai pendapatan hibah, serta dilaporkan

pada Neraca sebagai kas lainnya sekaligus diungkap dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

PENGUKT'RAN

41. Akuntansi pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azaz brwto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

42. Pendapatan perpajakan - LRA diukur dengan menggunakan nilai

nominal kas yang masuk ke kas daerah sumber pendapatan dengan

menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa

dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan tersebut.
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43. Da-lam hal bersaran pengurangan terhadap pendapatan - LRA bruto

(biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat

diangarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas

bruto dapat dikecualikan.

44. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari

pendapatan tersebut mencerminkan aktvitas pihak lain dari pada Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi

yang perputaranya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktu singkat.

PE![YA.'IAX

45. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila

penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka

penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal transaksi.

PENGT'TTGKAPAIT

46. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

(a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya

tahun anggaran.

(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI TANAII BUMBU,
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LAMPIRAN XⅣl

PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AKUNTANSI BELANJA

PEITDAHT'LUAIT

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan belalja.

Rucns Ltngkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan,

yarg memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termaksud perusahaan

daerah.

MAITFAAT IITFORMASI AI$ITAI{SI BELIIITJA

5. Akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanja

dan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna

bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai

penggunaan sumber-sumber dava ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas
akuntansi dalam entitas pelaporan dengan:

(a) Menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pengalokasian sumber

daya ekonomi kedalam pelaksanaan prograrn dan kegiatan;
(b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggurrErn secara menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan belanja.
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(b) Menyediakan informasi mengenai realisasi angg€rran secara menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan belanja.

6. Akuntansi belanja menyediakan informasi para pengguan laporan

tentang pemanfaatan sumber daya ekonomi:

(a) Telah dilaksanakan sesuai dengan APBD; dan

(b) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

DEFII{ISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah {APBD) adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan

pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekenins Kas Umum Daerah adalah rekening tempat Bupati untuk

menzunpung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetaPkan.

XLASIFIKASI BELANTIA

8. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja)'

organisasi, dan fungsi.
g. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan

pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi

meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
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10. Belanja operasi adalah pengeluaran anggarurn untuk kegiatan sehari-

hari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang memberi manfaat jangka

pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

11. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk

uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS),

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan

yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah

gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang

berhubungan dengan pegawai.

12. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian

barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang

dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang

dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja

pe{alanan.

13. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:

a) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain

dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan

barang habis pakai seperti alat tulis kantor, flashdisk, kalkulator,

langganan daya dan jasa, belanja barang untuk alat praktek mengajar

yang sifatnya bongkar pasang seperti Komputer, kendaraan rakitan dan

lain-lain yang serupa, dan pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang

bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi

SKPD dan SKPKD .

b) Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah,

pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan

bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan
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irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pemerintahan.

c) Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk

membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan

jabatan.

14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi (12 Bulan) dan tidak untuk dipe{ual belikan dan/atau dihibahkan.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunal, jalan, irigasi dan jaringal, asset

tetap lainnya, tak berwujud. Belanja modal tersebut, termasuk biaya

perolehan yang harus dikapitalisasikan kedalam aset tetap dan aset lainnya.

15. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal:

(a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau

aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu

(b) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual dan/ atau

dihibahkan.

16. Belanja Bunga adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu untuk pembayaran bunga (interesfl atas kewajiban penggunaan pokok

ttang Qtrinciple outstanlingl yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman

jangka pendek atau jangka panjang.

17. Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk

membantu agar harga jual produk/jasa sehingga dapat dijangkau oleh

masyarakat.

18. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat atau

pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus - menerlls.
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19. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan

kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat

dan atau lembaga kemasyarakatan termaksud didalamnya bantuan untuk

lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan

sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

20. Belanja Bantuan Keuangan adalah pengeluaran Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat

umum atau khusus kepada Pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik,

bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

21. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran zrnggaran untuk kegiatan

yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga

lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu. Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yarrg telah ditutup.

22. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan

unit organisasi pengguna anggaran/ kuasa pengguna zrngg€rran. Klasifikasi

belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekertariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), Sekertariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan

Lembaga Teknis Daerah.

23. Klasifikasi menurut fungsi klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-

fungsi utama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.
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24. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang

te{adi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang

belanja pada periode yang sarna. Apabila diterima pada periode berikutnya,

koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan - LRA dalam

pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

25. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan

untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektifitas

dan efisiensi belanja tersebut.

PERL/IKUAIT AI('I|TAXSI BELI\I|JA PEUELIHARAA.IT

26. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai

belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :

11/ bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau

(2) bert-arr.bah umur ekonomis, dan/atau

(3/ bertambah volume, dan / atau

(4) bertanl:bah kapasitas produksi.

PEITGAK'AN

27. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:
(o)Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Daerah

[b/ Khusus belanja mela]ui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungiawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh

pengguna anggaran.

/cJ Da-lam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan

layanan umum.
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PENGI'IG'RAN

28. Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen

pengeluaran yang sah.

PEIIYA"'IAN

29. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas

atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

PEITGI'ITGKAPAIT

3O. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara
lain:

(a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran.

(b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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